3. POS AP Pelaksanaan Pengukuran Daya Hidup Bahasa Sastra Daerah

—ze._...o__. POS : BPPB.01.01/P0S/03/15.3/2025
Tanggal Pembuatan : 05 Februari 2025
Tanggal Revisi “ggcmn_._uW@“ = i
Tanggal Efektif : 11 Agust(s 2 :
>
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR \ ,Ww
DAN MENENGAH Disahkan oleh | W._
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU \ b
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN _ /.mmw NIP-18730)16359
_Zun.w POS AP 1 v&mz@m:gx:-mg I@%mzm& Sastra Daerah
Dasar Hukum: |kuatifikasi Pelaksana: N & 2

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan.

4. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2025.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi
ldan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Memahami program kerja Balai Bahasa e
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

3. Minimal Pendidikan 51 yang relevan

4. Memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengolah data

5. Memahami alur penyusunan laporan kinerja

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. (disesuikan dengan kebutuhan)

1. Instrumen
2. Data referensi kebahasaan
3. ATK, laptop, dan printer

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana,

Disimpan sebagai data taporan pelaksanaan kegiatan lembaga.

Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.
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hidup bahasa dan
sastra

sastra

sastra terverlfikasi

Pelaksana Mutu Baku
No.] Langkah Kegiatan Kepala Widyabasa Ahli| Widyabasa Penelaah Pengolah Data| Pengadministrasi Keterangan
Balai/Kantor Ketua Tim Madya/Muda | Ahll Pertama z“.”_ﬂ_w-_ dan Informasi Perkantoran Kelengkapan Waktu Output
1. iMemberikan arshan D Lembar disposisi,] 30 menit |Disposisi
Pelaksanaan Sinde, Perjajian
pengukuran  daya Kinerja, Renstra,
hidup bahasa dan RKAKL, 5K Tim
sastra yang diukur
daya hidupnya
2. |Menkoordinasi T Dispostsi 30 menit {Catatan
pelaksanaan  S— pembagian peran
program kegiatan
3. |[Menyusun kerangka il ieiniodunind el ! Catatan pembagian| 15jam |Konsep kerangka
acuan kerja, ] ] i | ] | kerja, juknis, acuan kerja,
pedoman kegiatan _--unu........_...uu...:..i.i:_:. ........ i ! pedoman umum, konsep pedoman
RKAKL kegtatan
I
4. [Melakukan Konsep kerangka] 3jam {Kerangka acuan
Verlfikasl dan Jidak acuan kerja, konsep kerja, pedoman  |Terkait:
validasi  proposal| > pedoman kegiatan kegiatan (daftar |1, Pos AP
kegiatan responden, data  |Perancana 2.
demografl dan POS AP Keuagan
geografl
5. |Mengambil data Kerangka acuan 25 jam |Data hasil
lapangan il ettt et e kerja, pedoman wawancara
' _ _ _ i _ _ _ _ ! kegtatan {daftar dokumentasi,
el e o e e g responden, data bahan laporan
demografl dan
|geografi
6. |Mengelolah dan g mmpibin g JRVUURIL 255NN NUURORA R NV, Data hasil wawancara] 15Jam {hasil analisis data
menganalisis data "_H_ _U _H_ _ _ _ _ m dokumentasi, bahan lapangan
H t laporan
s iy Sy s S R —
R N e g
7. |Menyusun laperan ' _I_ _|_ ' haslt analisis data 10 jam |draft laporan hasil
hasl! 2nalisi data WD _ _ m..i lapangan pengukuran daya
A R _.!.!i.i:._.i-!:i-- hidup bahasa dan
._. Tidak .4 sastra
8. {memverifikasi r\/ draft laporan hasil] 2jam [draft laporan hasil
{apooran hasil pengukuran daya pengukuran daya
pengukuran  daya Ya hidup bahasa dan hidup bahasa dan
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Pelaksana Mutu Baku
Penelaah
No.| Langkah Keglatan Kepala Widyabasa Ahli| Widyabasa Pengolah Data{ Pengadministrast Keterangan
BalaifKantor Ketua Tim Madya/Muda | Ahli Pertama x“.mﬂr_w__ dan Informasi Perkantoran Ketengkopan Waktu Output
9. |Menyetujul [aporan draft laporan hasil|] 2)am |laporan

kegiatan
pengumpulan data
bahasa dan sastra

6

Ya

pengukuran daya
hidup bahasa dan
sastra terverifikasi

pengukuran daya
hidup bahasa dan
sastra

10.

Mendokumentasika
n [aporan keglatan
dan hasil

pengumpulan data

Laporan pengukuran
daya hidup bahasa
dan sastra




